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bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk 
jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan 
Daerah Kota; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
pembentukan kota pariaman di propinsi sumatera barat 
(lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 25, 
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 
4187); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950; 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
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Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 
Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 
Peraturan Menteri PU Nomor 45/KPTS/M-2007 Tentang 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Negara.  

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  

dan 
WALIKOTA PARIAMAN  

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Pariaman. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya. 

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang 
diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merobohkan dan/atau merawat 
bangunan gedung atau bangunan lainnya sesuai dengan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 



9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB 
adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan. 

12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan lainnya beserta 
bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari 
bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan. 

13. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan membangun, memperbaharui, 
mengubah, mengganti seluruh atau sebagian atau memperluas bangunan 
termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu serta pekerjaan 
bangunan proyek yang berada di Daerah. 

14. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah 
sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, 
meliputi : 
a. Mengubah fungsi dan kegunaan; 
b. Mengubah bentuk dan estetika; 
c. Mengubah konstruksi; dan. 
d. Mengubah jaringan utilitas. 

15. Garis Sempadan Bangunan (SB) adalah garis khayal yang ditarik pada jarak 
tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan 
batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak 
boleh dibangun bangun-bangunan. 

16. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan 
antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung atau bangunan lainnya 
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

17. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan 
antara luas seluruh lantai bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas 
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata 
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

18. Koefisien Tinggi Bangunan (KTB) adalah tinggi bangunan diukur dari 
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda. 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas 
jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.  

22. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk 
dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan 
oleh Undang-Undang. 

23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 



24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan Penyidikan. 

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

 
 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas 

pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 
(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan. 
Pasal 3 

 
1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) meliputi kegiatan 

peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar 
tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, 
dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas 
bangunan (KLB), koefisien tinggi bangunan (KTB), dan pengawasan 
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 
syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian IMB untuk bangunan milik 
Pemirintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 4 

 
Subyek Retribusi IMB adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan 
pemberian IMB. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
 

Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. 
 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, 

klasifikasi, dan waktu penggunaan serta indeks bagian.  
2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari: 

a. Tingkat kompleksitas; 
b. Tingkat permanensi; 
c. Tingkat risiko kebakaran; 
d. Zonasi kota; 
e. Lokasi; 



f. Ketinggian bangunan;  
g. Kepemilikan bangunan;  

3) Besarnya bobot dan indeks sebagaimana yang di maksud ayat (1) dan (2) 
ditetapkan sebagai berikut: 

a. Indeks fungsi bangunan, klasifikasi, parameter dan waktu penggunaan 
(terlampir). 

b. Indeks kegiatan (terlampir) 
4) Jenis prasaranana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut: (ditabelkan 

terlampir) 
a. Konstruksi pembatas/penahan/pengaman 

- Pagar 
b. Konstruksi perkerasan 

- Lapangan upacara 
- Lapangan olah raga terbuka 

c. Konstruksi kolam renang/reservoir bawah tanah 
- Kolam renang 
- Kolam pengolahan air 
- Reservoir di bawah tanah 

d. Konstruksi menara 
- Menara antena 
- Menara reservoir 
- cerobong 

e. Konstruksi monument 
- Tugu 
- patung 

5) Penetapan besarnya bobot indek untuk jenis prasaranana bangunan gedung 
yang tersebut pada ayat (4) terlampir 

 
 

BAB V 
PRINSIP YANG DIANUT DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal 7 
 

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

 
 

BAB VI 
STRUKTUR HARGA SATUAN RETRIBUSI 

 
Pasal 8 

 
Struktur harga satuan retribusi ditetapkan sebagai berikut: 
 
 
 

NO JENIS BANGUNAN SATUAN 

HARGA SATUAN 
RETRIBUSI  

(1 % X HARGA 
M2) 



1 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bangunan gedung 
Prasarana bangunan gedung 

a. Konstruksi 
pembatas/penahan/pengaman 

b. Konstruksi perkerasan 
c. Konstruksi kolam 

renang/reservoir bawah tanah 
d. Konstruksi menara 

 
e. Konstruksi monument 

m2 

 

m2 

 

m2 

m2 

 

unit dan 
pertambahannya 
unit dan 
pertambahannya 

Rp. 10.000 
 

Rp. 1.250 
 

Rp. 350 
Rp. 2500 

 
Rp. 1250 

 
Rp. 1250 

 
 

BAB VII 
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 9 

 

 Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

  

 1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  

           

  

 2 Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  

  

  

 3. Retribusi prasarana bangunan gedung :  

  

  

 4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  

 

 

Keterangan :  

L  = Luas lantai bangunan gedung  

V  = Volume/besaran (dalam satuan m2, m’, unit)  

I  = Indeks  

It   = Indeks terintegrasi (hasil perkalian dari indeks-indeks   

         parameter) 

Tk   = Tingkat kerusakan  

         0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  

         0,65 untuk tingkat kerusakan berat  

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung di Kota Pariaman  

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  

Ik  = Indeks kegiatan 

 
 
 

L x It x Ik x HSbg 

L x It x Tk x HSbg 

V x I x Ik x HSpbg 

V x I x Tk x HSpbg 



BAB VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal 10 

 
Retribusi IMB yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah. 

 
BAB IX 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
 

Pasal 11 
 

1) Pemungutan Retribusi IMB tidak dapat diborongkan. 
2) Retribusi IMB dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 12 

 
1) Wajib Retribusi IMB wajib membayar Retribusi IMB secara lunas kepada 

Bendahara Penerima pada Dinas/Instansi yang berwenang atau tempat lain 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Setiap pembayaran Retribusi IMB diberikan tanda bukti pembayaran. 
 

BAB XI 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 13 

 
Dalam hal Wajib Retribusi IMB tidak membayar Retribusi IMB tepat pada 
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dengan menggunakan 
STRD. 

 
Pasal 14 

 
Retribusi IMB disetor oleh Bendahara Penerima ke Kas Daerah dalam waktu 1 
(satu) hari kerja. 

 
BAB XII 

TATA CARA PENAGIHAN 
 

Pasal 15 
 

1) Penagihan Retribusi terutang di dahului dengan Surat Teguran. 
2) Penagihan dilakukan dengan cara mengeluarkan STRD atau surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi IMB yang 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang 
sejenisnya, Wajib Retribusi IMB harus melunasi Retribusi IMB terutang. 

4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

 
 



BAB XIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
Pasal 16 

 
1) Masa berlakunya IMB adalah selama bangunan masih ada kecuali ada 

perubahan. 
2) Masa Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama 

dengan masa berlakunya IMB. 
 

Pasal 17 
 

Saat terutangnya Retribusi IMB adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
 
 

BAB XIV 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 18 

 
1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi IMB. 
2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi IMB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi 
IMB. 

3) Pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau 
kerusuhan. 

4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB diatur 
dengan Peraturan Walikota. 

5) Pertimbangan Khusus Walikota Pariaman terhadap Pembangunan Fasilitas 
Penginapan  Hotel Bertaraf Internasional dan Memiliki standar Hotel 
Berbintang diatur dengan Peraturan Walikota. 

6) Pertimbangan Khusus Walikota Pariaman terhadap Pembangunan 
infrastruktur dalam rangka menunjang Objek Pariwisata di Kota Pariaman 
diatur dengan Peraturan Walikota. 

7) Pertimbangan Khusus Walikota Pariaman terhadap Pembangunan Pusat 
Pembelajaan Massal /Mall.  
 

BAB XV 
KEDALUWARSA 

 
Pasal 19 

 
1) Piutang Retribusi IMB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi IMB sudah kedaluwarsa apabila 

telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi IMB, kecuali apabila Wajib Retribusi IMB melakukan 
tindak pidana di bidang Retribusi. 

3) Kadaluwarsa penagihan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi IMB baik 
       langsung maupun tidak langsung.  



4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Daerah. 

6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Retribusi. 

 
Pasal 20 

 
1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau 

Retribusi Kota Pariaman yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
Pasal 21 

 
1) Piutang Retribusi IMB yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi IMB yang 

tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak 
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena Wajib Retribusi IMB meninggal 
dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan Retribusi IMB sudah kedaluwarsa. 

2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi IMB 
sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi IMB yang tidak dapat ditagih 
lagi. 

3) Piutang Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi 
mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi IMB oleh Walikota. 

4) Pada setiap akhir tahun takwin, berdasarkan laporan dan penelitian 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Walikota membuat Daftar 
Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi IMB yang terutang, Jumlah 
Retribusi IMB yang telah dibayar, Sisa Piutang Retribusi IMB dan Keterangan 
mengenai Wajib Retribusi IMB. 

5) Walikota menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi IMB kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada setiap akhir tahun 
takwin dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4). 

6) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi IMB yang 
sudah kedaluwarsa. 

7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi IMB diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

 
BAB XVI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 
 

Pasal 22 
 



1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan  sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang 
bertanggungjawab. 

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 23 

 
1) Wajib Retribusi IMB yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 sehingga 

merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi IMB yang 
terutang. 

2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 24 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pariaman 
Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 



 
Pasal 25 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
Pasal 26 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. 
 
 

          Ditetapkan di : Pariaman 
                                                                             pada tanggal : 12 Agustus 2010                                                                                                  

 
WALIKOTA PARIAMAN 

 
 
 

MUKHLIS, R 
 
 
Diundangkan di : Pariaman 
pada tanggal :  12 Agustus 2010           
      
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN 
 
 
 
 
                       Ir. ARMEN. MM. 
          Nip. 19580311 199003 1 002 
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TENTANG 

 



RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 

merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kota Pariaman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah retribusi daerah 

dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan, maka untuk melindungi kepentingan umum perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
Cukup jelas 

Pasal 2  
Cukup jelas 

Pasal 3 
  Cukup jelas 
Pasal 4 
  Cukup jelas 
Pasal 5 
  Cukup jelas 
Pasal 6 
  Cukup jelas 
Pasal 7 
  Cukup jelas 
Pasal 8 
  Cukup jelas 
Pasal 9 
  Cukup jelas 
Pasal 10 
  Cukup jelas 
Pasal 11 
  Cukup jelas 
Pasal 12 
  Cukup jelas 
Pasal 13 
  Cukup jelas 
Pasal 14 
  Cukup jelas 
Pasal 15 
  Cukup jelas 
Pasal 16 
  Cukup jelas 
Pasal 17 



  Cukup jelas 
Pasal 18 
  Cukup jelas 
Pasal 19 
  Cukup jelas 
Pasal 20 
  Cukup jelas 
Pasal 21 
  Cukup jelas 
Pasal 22 
  Cukup jelas 
Pasal 23 
  Cukup jelas 
Pasal 24 
  Cukup jelas 
Pasal 25 
  Cukup jelas 
Pasal 26 
  Cukup jelas 
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